
, 

BUPATI CIANJUR 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 
TENTANG TENAGA AHLI BUPATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Tenaga Ahli Bupati telah diatur dalam Peraturan 
Bupati Cianjur Nomor 76 Tahun 2020; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a sehubungan dengan adanya perkembangan 
yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka 
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 76 Tahun 2020 
se bagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan 
penyesua1an; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tenaga 
Ahli Bupati. 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomnor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2021 Nomor 33); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 
2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 
Nomor 35); 

18. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tenaga 
Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 
2020 Nomor 76). 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG 
TENAGA AHLI BUPATI. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11  dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 
tentang Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 
Nomor 76), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut: 

Pasal 5 

dengan dilaksanakan Bupati Ahli ( 1) Pengangkatan Tenaga 
mempertimbangkan : 

a. Kebutuhan bidang Tenaga Ahli Bupati; 

b. Pendidikan formal Strata-3 (S3) kecuali profesi dokter; dan 

c. Mempunyai pengalaman dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang 
yang dibutuhkan. 

(2) Tenaga Ahli Bupati bukan Aparatur Sipil Negara. 



2. Ketentuan Pasal 11,  diubah sebagai berikut: 

Pasal 1 1  
(1) Tenaga Ahli Bupati diangkat selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan 

sesudahnya dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Tenaga Ahli dapat diberhentikan dalam hal: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9; 
b. mengundurkan diri; 
c. keahliannya tidak dibutuhkan lagi oleh Pemerintah Daerah; 
d. tidak menunjukan/memperlihatkan kecakapan dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya; 

e. masa tugas berakhir; 

f. meninggal dunia. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur 

pada tanggal 3 Januari 2022 
BUPATI CIANJUR 

Ttd/cap. 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal 4 Januari 2022 
SEKTRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

CECEP S. ALAMSYA� 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 129 


